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Abstract: Implementation, Development of Frontier Area.. The objectives of this research
are to find out and analyze implementation of development in frontier area at Kabupaten
Indragiri Hilir (Case Study in Kecamatan Kempas), impeller factor and resistor of development
in spacially frointier area Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. This research type is
qualitatif descriptive approach. Research location in Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri
Hilir. Technique in collection of sampel use sampling purposive technic. Data analysis use
descriptive method of analysis. Technique analysis data is data collection, data reduction, data
display, conclution drawing and verification. The result of research is implemention of
development in spacially frointier area Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir have
goodness. Planning process, implementation and observation of development executed better,
but not yet maximally generalization of development. As for factor impeller implementation of
development in frontier area is society participation and caring of society, while its resistor factor
that is limitation of budget and conflict of authority.
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Abstrak: Pelaksanaan, Pembangunan Daerah Perbatasan.. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembangunan daerah Perbatasan di Kabupaten
Indragiri Hilir (Studi Kasus di Kecamatan Kempas) dan faktor pendorong dan penghambat
pembangunan daerah perbatasan khususnya di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di
Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik dalam pengumpulan sampel
menggunakan Teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan metode deskriptif
analisis, adapun teknik analisis data dengan langkah-langkah yaitu pengumpulan data (data
collection), reduksi data (data reduction), display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan
(conclution drawing and verification).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di
Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir sudah baik. Proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan dilaksanakan dengan baik, namun belum secara maksimal terjadinya
pemerataan pembangunan. Adapun faktor pendorong pelaksanaan pembangunan daerah
perbatasan seperti partisipasi masyarakat dan rasa kepedulian masyarakat, sedangkan faktor
penghambatnya yaitu keterbatasan anggaran dan konflik kewenangan.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pembangunan Daerah Perbatasan.

PENDAHULUAN

Konsekuensi logis dari penerapan
asas desentralisasi adalah menuntut peme-
rintah daerah untuk siap menata keseluruhan
perangkat organisasi dan manajemen, serta
kemampuan untuk melakukan adaptasi ter-
hadap perubahan lingkungan eksternal. Flek-
sibilitas terhadap perubahan lingkungan ini
merupakan prasyarat bagi kemampuan pe-
merintah daerah untuk sukses dalam melak-
sanakan program-program pembangunan

yang tepat sasaran maupun tepat guna. Se-
baliknya, ketidakmampuan beradaptasi de-
ngan perubahan lingkungan yang ada akan
menyebabkan pembangunan daerah menjadi
tertinggal dan tidak akan mampu memenuhi
harapan, serta kebutuhan rakyat. Untuk itu,
diperlukan langkah nyata yang terpadu dan
terarah dalam rangka pembangunan daerah
tertinggal yang lebih difokuskan pada per-
cepatan pembangunan di daerah dengan kon-
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disi sosial, budaya, ekonomi, keuangan dae-
rah, aksesibilitas, serta ketersediaan infra-
struktur yang masih tertinggal dibandingkan
dengan daerah lainnya.

Pembangunan daerah merupakan ba-
gian integral dari pembangunan nasional.
Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyara-
kat. Pelaksanaan pembangunan harus seim-
bang jangan sampai ada kesenjangan antar
daerah yang disebabkan tidak meratanya per-
hatian pemerintah ke tiap daerah-daerah
yang dimilikinya, karena hal tersebut dapat
memunculkan potensi disintegrasi bangsa
dari wilayah Negara Kesatuan Republik In-
donesia. Adanya kondisi tiap-tiap daerah
yang berbeda menyebabkan strategi kebija-
kan yang akan diambil oleh pemerintah dae-
rah juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut
diakibatkan antara lain adanya perbedaan po-
tensi sumber daya dan aktivitas manusia ser-
ta pertumbuhan penduduk yang dimiliki oleh
masing-masing wilayah. Agar pembangunan
dapat berjalan dengan seimbang dan lancar
maka pemerintah harus memperhatikan se-
mua daerah tanpa ada perlakuan khusus bagi
masing-masing daerah. Pendapatan Asli Da-
erah (PAD) merupakan salah satu penerima-
an daerah yang mencerminkan tingkat ke-
mandirian daerah. Semakin besar PAD maka
menunjukkan bahwa daerah itu mampu me-
laksanakan desentralisasi fiskal dan keter-
gantungan terhadap pemerintah pusat ber-
kurang.

Pelaksanaan pembangunan di daerah
perbatasan selama ini belum mendapatkan
perhatian yang serius dari pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun daerah. Akibatnya
sudah tidak menjadi rahasia lagi bila keadaan
insfratruktur di daerah perbatasan jauh dari
memadai. Untuk itu, percepatan pembangu-
nan di daerah perbatasan ini memerlukan
strategi pembangunan yang sesuai dengan
keadaan struktur demografis dan struktur so-
sial masyarakat yang ada. Dengan demikian,
pembangunan tersebut akan mendapat sam-
butan dari masyarakat setempat. Seperti da-
erah perbatasan diarahkan untuk membuka,
mengembangkan dan mempercepat pemba-
ngunan daerah dikawasan tersebut serta me-

Jurnal llmu Administrasi Negara, Volume 15, Nomor 4, Januari 2020 : 575-580

nyelarasi laju pertumbuhan daerah perbata-
san seperti daerah lainnya yang lebih dulu
berkembang.

Sesungguhnya keberhasilan pemba-
ngunan di daerah perbatasan dalam kehidu-
pan sosial dan politik menjadi ukuran keber-
hasilan pembangunan secara nasional. Sebab
daerah perbatasan merupakan pintu gerbang
masuk suatu wilayah. Oleh karena itu, da-
erah ini perlu diperbaiki dan dibina sehingga
dapat menimbulkan kesan baik terhadap
pembangunan di daerah yang berkenaan.

Jika kita melihat potensi yang dimi-
liki wilayah Kabupaten Indragiri Hilir saat
ini, dan strategi serta kebijakan pembangu-
nan yang telah dilaksanakan selama ini,
maka beberapa isu strategis yang perlu men-
dapat perhatian khususnya didalam penyu-
sunan perencanaan pembangunan tahun
2018. Sinergitas perencanaan pembangunan
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provin-
si Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri
Hilir perlu diwujudkan karena memiliki
makna menghimpun akumulasi dana dalam
menanggulangi berbagai masalah pokok
yang merupakan masalah bersama dalam
konteks pembangunan nasional dan regional
di daerah. Mendukung akselerasi pembangu-
nan secara terpadu untuk mewujudkan pen-
capaian target kinerja sebagaimana telah di-
tetapkan.

Pengembangan infrastruktur salah sa-
tunya dilakukan pada Jalan Ibukota Kabu-
paten dan Kecamatan, Jalan penghubung Ka-
bupaten dan Kecamatan, Jalan Ibu Kota Ke-
camatan, Jalan Poros Desa, Jembatan, Der-
maga, Listrik, Drainase, Infrastruktur penun-
jang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pe-
nataan pembangunan Ibukota Kabupaten dan
Ibukota Kecamatan yang rapi, modern, indah
dan bermartabat. Reformasi pelayanan biro-
krasi yang bersih, mudah, cepat, adil dan
ramah. Pengembangan potensi wisata secara
terintegrasi dan berkelanjutan dan Pengelo-
laan Daerah Aliran Sungai secara terintegrasi
untuk mewujudkan pembangunan yang ber-
kelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan daerah merupakan ba-
gian integral dari pembangunan nasional.
Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan
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dapat meningkatkan kesejahteraan masyara-
kat. Pelaksanaan pembangunan harus seim-
bang jangan sampai ada kesenjangan antar
daerah yang disebabkan tidak meratanya per-
hatian pemerintah ke tiap daerah-daerah
yang dimilikinya, karena hal tersebut dapat
memunculkan potensi disintegrasi bangsa
dari wilayah Negara Kesatuan Republik In-
donesia. Adanya kondisi tiap-tiap daerah
yang berbeda menyebabkan strategi kebija-
kan yang akan diambil oleh pemerintah da-
erah juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut
diakibatkan antara lain adanya perbedaan po-
tensi sumber daya dan aktivitas manusia
serta pertumbuhan penduduk yang dimiliki
oleh masing-masing wilayah. Agar pemba-
ngunan dapat berjalan dengan seimbang dan
lancar maka pemerintah harus memperhati-
kan semua daerah tanpa ada perlakuan khu-
sus bagi masing-masing daerah. Pendapatan
Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pe-
nerimaan daerah yang mencerminkan tingkat
kemandirian daerah. Semakin besar PAD
maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu
melaksanakan desentralisasi fiskal dan keter-
gantungan terhadap pemerintah pusat ber-
kurang.

Pelaksanaan Forum SKPD ini harus
memperhatikan masukan kegiatan dari keca-
matan melalui aplikasi Sistem Informasi Pe-
rencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
secara online yang ada di Bappeda Kabu-
paten Indragiri Hilir, untuk itu agar seluruh
agenda proses perencanaan mulai dari Mus-
renbang Kecamatan sampai menjadi KUA/
PPAS mengikuti mekanisme tersebut. Penye-
lenggaraan Forum SKPD Kabupaten Indra-
giri Hilir ini diharapkan dapat dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya sebagai wahana per-
siapan materi menjelang pelaksanaan Mus-
renbang Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam pelaksanaan Forum SKPD ka-
li ini, mekanisme pembahasan sama dengan
pelaksanaan Forum SKPD tahun lalu. Pem-
bahasan tidak melibatkan kecamatan dan
pembahasan hanya dilakukan oleh SKPD
dengan koordinator bidang Bappeda Kabu-
paten Indragiri Hilir. Fokus pembahasan ada-
lah mensinkronkan program dan kegiatan da-
ri seluruh usulan kecamatan kedalam Ren-
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cana Kerja SKPD dan menentukan prog-
ram/kegiatan prioritas sesuai dengan pagu in-
dikatif dalam RPJMD dan RENSTRA SKPD
2013 -2018.

Selama ini perhatian para aparatur
pemerintahan di wilayah perbatasan dirasa-
kan masih kurang. Kementerian, lembaga,
serta daerah memang belum memiliki koor-
dinasi yang optimal. Bahkan untuk anggaran
wilayah perbatasan pun masih berjalan sen-
diri-sendiri. Ini membuat batas wilayah be-
lum sepenuhnya terselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, di-
perlukan program pembangunan daerah ter-
tinggal yang lebih difokuskan pada percepa-
tan pembangunan di daerah yang kondisi so-
sial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, ak-
sesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur
masih tertinggal dibanding daerah lainnya.
Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pa-
da daerah yang secara geografis terisolir dan
terpencil seperti daerah perbatasan antar-
negara, daerah pulau-pulau kecil, daerah pe-
dalaman, serta daerah rawan bencana. Di-
samping itu, perlu perhatian khusus pada da-
erah yang secara ekonomi mempunyai poten-
si untuk maju namun mengalami keterting-
galan sebagai akibat terjadinya konflik sosial
maupun politik.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu penelitian
kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dila-
kukan di Kecamatan Kempas Kabupaten In-
dragiri Hilir. Teknik dalam pengumpulan
sampel menggunakan Teknik purposive
sampling. Analisis data menggunakan meto-
de deskriptif analisis, adapun teknik analisis
data dengan langkah-langkah yaitu pengum-
pulan data (data collection), reduksi data
(data reduction), display data, verifikasi dan
penegasan kesimpulan (conclution drawing
and verification).

HASIL

Pelaksanaan pembangunan daerah
perbatasan di Kecamatan Kempas Kabupaten
Indragiri Hilir sudah baik, namun belum
secara maksimal terjadinya pemerataan pem-
bangunan. Indikator pelaksanaan pembangu-
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nan daerah perbatasan meliputi perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Proses perencanaan pelaksanaan
pembangunan didaerah perbatasan pada Ke-
camatan Kempas yaitu sudah baik dikare-
nakan proses rencana pembangunan dimulai
dengan proses penyusunan usulan masyara-
kat melalui kegiatan musrenbang desa/kelu-
rahan, kecamatan, kabupaten hingga nasio-
nal. Perencanaan pembangunan dilakukan
dengan pendekatan bottom up yang berorien-
tasi pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Usulan masyarakat yang disusun melalui ke-
giatan musrenbang tersebut akan menjadi
acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan
pembangunan daerah. Selain dari pada itu
pemerintah juga menjalankan pembangunan
yang partisipatif dengan mengikutsertakan
masyarakat dalam proses pembangunan mu-
lai dari proses perancaanan, pelaksanaan
hingga pengawasan. Pembangunan yang par-
tisipatif tersebut akan menciptakan ruang
transparansi dan kondusif antara pemerintah
daerah dengan masyarakat lokal sehingga
terhindar dari konflik-konflik sosial.

Proses pelaksanaan pembangunan da-
erah perbatasan pada Kecamatan Kempas su-
dah baik dikarenakan pemerintah sebagai im-
plementor pembangunan telah bekerja secara
maksimal untuk meningkatkan infrastruktur
daerah perbatasan khususnya Kecamatan
Kempas. Pemerintah telah melaksanakan
proses pembangunan berdasarkan aspirasi
dan kebutuhan masyarakat setempat atau lo-
kal. Aspirasi masyarakat diperoleh dari kegi-
atan penyusunan usulan melalui musrenbang
desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupa-
ten. Pembangunan yang dilakukan berdasar-
kan aspirasi masyarakat merupakan pende-
katan pembangunan bottom up dengan ber-
orientasi kepada masyarakat, integratif, adap-
tif dan kondusif. Keterlibatan masyarakat
dalam kegiatan pembangunan baik pada saat
proses perencanaan, pelaksanaan hingga pe-
ngawasan maka akan menciptakan pemba-
ngunan yang sesuai dengan kebutuhan ma-
syarakat dan berdaya lokal sehingga pemba-
ngunan tersebut mampu untuk membangkit-
kan sosial ekonomi, sosial politik dan sosial
budaya tentu ini disesuaikan dengan potensi
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yang ada. Selain dari pada itu pemerintah su-
dah melakukan pemerataan pembangunan di-
daerah perbatasan, namun belum secara mak-
simal dan keseluruhan. Hal ini disebabkan
oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki pe-
merintah. Ada beberapa infrastruktur yang
menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang
diperlukan seperti jalan, jembatan, air bersih
dan listrik.

Sedangkan proses pelaksanaan pe-
ngawasan pembangunan daerah perbatasan
di Kecamatan Kempas sudah baik, hal ini di-
karenakan terdapat lembaga atau Tim khusus
yang dibentuk oleh pemerintah untuk mela-
kukan kegiatan pengawasan pembangunan.
Tim Pengawas melakukan pengawasan baik
pada saat perencanaan hingga sampai pada
proses pelaksanaan. Selain dari tim penga-
was, pihak pemerintah juga memberikan pe-
luang kepada masyarakat untuk ikut berpar-
tisipasi dalam kegiatan pengawasan pemba-
ngunan daerah perbatasan. Pelaksanaan ke-
giatan pengawasan tidak terlepas dari aturan
atau pedoman yang mengatur proses pe-
ngawasan tersebut seperti UU No. 25 Tahun
2004 tentang sistem perencanaan pemba-
ngunan serta RPJMD Kabupaten Indragiri
Hilir.

Faktor pendukung pelaksanaan pem-
bangunan daerah perbatasan pada Kecamatan
Kempas yaitu faktor partisipasi masyarakat
dan rasa kepedulian masyarakat sedangkan
faktor penghambat pelaksanaan pembangu-
nan yaitu faktor pendanaan atau anggaran
dan faktor konflik kewenangan.

PEMBAHASAN

Secara administratif, ekonomi dan so-
sial wilayah-wilayah perbatasan kurang men-
dapatkan perhatian secara serius oleh pihak
pemerintah. Hal ini disebabkan letak daerah
perbatasan secara geografis yang jauh dipe-
dalaman atau jauh dari jangkauan pembangu-
nan serta akses pengawasan, pengendalian
pusat-pusat pemerintahan akibatnya kurang-
nya pembangunan. Selama ini akses pemba-
ngunan untuk daerah perbatasan dapat dika-
takan masih kurang, baik kegiatan pemba-
ngunan fisik maupun kegiatan pembangunan
non fisik Ada beberapa faktor pendorong dan
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penghambat pembangunan daerah perbatasan
pada Kecamatan Kempas sebagai berikut :

Pembangunan partisipatif yaitu pro-
ses pelaksanaan pengembangan dan pening-
katan infrastruktur daerah dengan melibatkan
semua stakeholders atau masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan. Pada masyarakat
Kecamatan Kempas memiliki rasa partisipasi
yang tinggi dalam pelaksanaan pembangu-
nan daerah perbatasan. Partisipasi tersebut
dalam hal mulai pada proses perencanaan,
pelaksanaan hingga pengawasan pembangu-
nan. Partisipasi masyarakat diwujudkan
melalui peranan aktif masyarakat dalam
menjaga kondisi dan mendukung proses
pembangunan, ikut serta secara aktif melaku-
kan pengawasan terhadap pelanggaran hu-
kum dalam pelaksanaan pembangunan dae-
rah perbatasan.

Kesadaran warga masyarakat untuk
ikut serta menjaga proses pelaksanaan pem-
bangunan perbatasan mulai dari proses pe-
rencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
Para tokoh masyarakat adat, suku, agama,
pendidikan, unsur kepemudaan dan kelom-
pok masyarakat saling memiliki rasa kepe-
dulian dan berbaur dengan masyarakat yang
turut berperan dalam proses pengawasan, pe-
ngendalian, pelaksanaan dan perencanaan
pembangunan. Selain dari pada itu tokoh ma-
syarakat memiliki rasa kesepakatan sikap
dan tujuan bersama untuk perkembangan dan
kemajuan daerah perbatasannya.

Salah satu unsur pendukung dalam
pelaksanaan pembangunan daerah adalah
sumber daya keuangan atau pendanaan. Ke-
terbatasan sumber daya keuangan akan me-
nyebabkan terhambatnya proses pembangu-
nan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten
Indragiri Hilir memiliki keterbatasan angga-
ran dalam proses pelaksanaan pembangunan
daerah perbatasan Kecamatan Kempas se-
hingga hanya ada beberapa usulan masyara-
kat yang dapat dilaksanakan. Mengantisipasi
keterbatasan anggaran tersebut pemerintah
daerah melaksanakan prioritas pembangunan
sesuai dengan skala paling dibutuhkan oleh
masyarakat setempat atau lokal serta mere-
komendasikan untuk menggunakan anggaran
dari pemerintah pusat.

Pembangunan suatu daerah khususnya
daerah perbatasan memerlukan adanya tuju-
an yang sama, keperluan yang sama dan cita-
cita yang sama. Dari kesamaan tersebut
maka akan memunculkan kesamaan ideologi,
bahasa dan kesamaan rasa. Sebaliknya jika
ketiga elemen tersebut tidak terjalin maka
akan menimbulkan konflik dan permasala-
han. Pada Kecamatan Kempas terjadinya
konflik kewenangan dalam pelaksanaan
pembangunan daerah perbatasan. Terjadinya
tumpang tindih siapa yang berwenang me-
lakukan pembangunan perbatasan.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dan saran-saran
untuk pelaksanaan pembangunan daerah per-
batasan pada Kecamatan Kempas Kabupaten
Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Pembangunan daerah perbatasan hen-
daknya dilakukan melalui pendekatan
kesejahteraan dengan prinsip untuk
mengangkat taraf kehidupan masyara-
kat dengan mewujudkan kehidupan
masyarakat daerah perbatasan yang se-
jahtera, berkeadilan dan keharmonisan
dalam segala aspek kehidupan.

2. Pembangunan daerah perbatasan perlu
dilakukan melalui pendekatan keama-
nan yaitu menjaga stabilitas politik,
ekonomi, sosial dan budaya. Mewujud-
kan keserasian hidup dengan damai an-
tar tokoh masyarakat, pemerintah de-
ngan masyarakat dan antar daerah per-
batasan yang ada dijalur perbatasan
atau disepanjang daerah perbatasan ter-
sebut serta menghindari konflik daerah
dan konflik horizontal didalam masya-
rakat.

3. Pembangunan daerah perbatasan tidak
hanya perlu pendekatan pembangunan
fisik, namun juga perlu pembangunan
non fisik yakni meningkatkan kualitas
SDM baik melalui jalur pendidikan
formal dan informal sehingga menjadi
pelindung dan pengembangan dimasa
yang akan datang.
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